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This type of research is field research. The primary data sources are the
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documentation. The results of this study are, first, the practice of pawning
land around Campus 1 of UIN Mabmud Yunus Batusangkar was
BY sA carried ont by the niniak mamak of the S community in writing in the
form of a term pawning probibited from redemption for 85 years. The
pawnbroker uses the land by building houses and shophouses which are
then rented out to traders on an annual lease basis. Secondly, the practice
of pawning is not in accordance with Islamic law. This contract is
categoriged as a fasid contract because the terms of the prohibition of
redemption are contrary to the tabarru characteristic of pawning. 1easing
a shop is usury because it includes the use of pawned goods and the law
is void, but it is better for the two parties to work together to make a
new contract outside the pawn contract.
Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana praktik menggadaikan dan menyewakan ruko di
atas tanah gadai di sekitar Kampus 1 UIN Mahmud Yunus
Batusangkar, dan bagaimana pandangan fiqih muamalah
terhadap praktik menggadaikan dan menyewakan ruko di atas
tanah yang digadaikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan. Sumber data primer adalah pegadaian, pegadaian,
dan penyewa ruko. Sumber data sekunder adalah Wali Nagari
dan dokumen terkait gadai tanah dan sewa ruko.
Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, praktik gadai tanah
di sekitar Kampus 1 UIN Mahmud Yunus Batusangkar
dilakukan oleh niniak mamak komunitas S secara tertulis
berupa istilah gadai dilarang penebusan selama 85 tahun.
Pegadaian memanfaatkan tanah tersebut dengan membangun
rumah dan ruko yang kemudian disewakan kepada pedagang
dengan sewa tahunan. Kedua, praktik gadai yang tidak sesuai
dengan syariat Islam. Akad ini termasuk akad fasid karena
syarat larangan penebusannya bertentangan dengan sifat
tabarru dalam gadai. Menyewakan toko adalah riba karena
termasuk penggunaan barang yang digadaikan dan hukumnya
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batal, namun sebaiknya kedua belah pihak bekerjasama untuk
membuat akad baru di luar akad gadai..

Keywords: : Futures Pawn, 1easing, Figh Muamalah

Introduction

S ewa menyewa dalam Islam dikenal dengan nama I[jarah. Ijarah diartikan sebagai suatu

transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa (musta’jir) dengan yang mempersewakan
(mu’jir) suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam
waktu tertentu. Akad Ijarah ini ada 2 macam, yaitu sewa barang dan sewa jasa/pengupahan
(Mustofa, 2016:102). Salah satu contoh sewa barang adalah akad sewa menyewa ruko untuk
berdagang. Sekitar Kampus UIN Batusangkar merupakan tempat yang sangat strategis dimana area
tersebut merupakan pusat keramaian dengan banyaknya mahasiswa yang berkuliah. Selain itu,
jalan depan Kampus merupakan jalan lintas yang menghubungkan Kota Batusangkar dengan Kota
Padang Panjang. Faktor tersebut menyebabkan banyaknya pedagang yang datang untuk menggelar
dagangannya. Akibatnya perekonomian masyarakat di area sekitar Kampus menjadi meningkat,
baik dari pendapatan dengan cara berdagang maupun pendapatan dari menyewakan tempat untuk
berjualan.

Sewa menyewa sejumlah ruko di sekitar Kampus UIN Batusangkar terletak di atas tanah yang telah
digadaikan. Ruko-ruko tersebut dibangun oleh pihak penerima gadai dan kemudian disewakan kepada
para pedagang. Tetapi kemudian terjadi sengketa antara pihak penerima gadai yang menyewakan ruko
dengan pihak penggadai. Sengketa tersebut dikarenakan pihak penggadai meminta kembali tanahnya
dan penerima gadai tidak mau mengembalikan. Hal ini berujung dengan penutupan akses masuk ke area
tanah menggunakan kawat berduri oleh pihak penggadai, sehingga menyebabkan penyewa ruko tidak
bisa melangsungkan transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penyewa ruko, Penulis
mendapatkan informasi bahwa ruko yang disewakan terletak di atas tanah yang telah digadaikan.
Penyewa ruko mengatakan bahwa dia telah menyewa ruko dari tahun 2011 dan pada awalnya tidak
mengetahui bahwa ruko yang disewakan terletak di atas tanah gadai yang dikuasai oleh orang yang
menyewakan ruko tersebut. Hal ini baru diketahui kemudian setelah akses masuk ke dalam ruko dipagari
dengan kawat berduri pada tahun 2021 (Wawancara A, penyewa ruko, 10 Maret 2023).

Gadai dalam Islam dikenal dengan sebutan rahn. Rahn adalah penahanan suatu barang ekonomi
milik penggadai atas pinjaman yang didapatkannya dari penerima gadai (Sutedi Adrian, 2011:14).
Penggadai disebut dengan rahin, yang menerima gadai disebut dengan murtahin dan barang jaminan
disebut marhun. Murtahin berhak menahan barang yang dijadikan jaminan sampai pinjaman rahin
terlunasi. Pada prinsipnya, penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan sepanjang diberi izin
oleh penggadai dan pemanfaatannya sekedar untuk mengganti biaya yang dikeluarakan dalam
pemeliharaannya apabila objek gadai merupakan hewan yang dapat diambil susunya ataupun kendaraan
(Mardani,2012:293).

Tanah gadai tempat berdirinya ruko merupakan tanah kaum. Gadai tanah dilakukan oleh niniak
mamak pada tahun 1955 secara lisan. Bentuk gadai tanah tersebut adalah gadai berjangka, yang mana
tanah dikembalikan setelah 100 tahun. Namun pihak penggadai menilai bahwa penerima gadai sudah
mendapatkan manfaat yang lebih dari pemanfaatan tanah. Apalagi pembangunan ruko dilakukan tanpa
izin dan bagi hasil dengan pihak penggadai (Wawancara E, Kaum Pemilik Tanah, 14 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kerabat penerima gadai diketahui bahwa pada tahun 2021
pihak penggadai meminta kembeali tanah tempat berdirinya ruko. Namun, pihak penerima gadai tidak
mau mengembalikan tanah dengan alasan bahwa jangka waktu gadai belum selesai. Upaya negosiasi
antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai berujung dengan penutupan akses untuk masuk ke
area tanah oleh penggadai (Wawancara H, kemenakan penerima gadai, 11 Maret 2023).



Al

| Jurnal ntegrasiimu Syariah), 4 (3), 2023: 339-319

Gadai termasuk akad tabarru yang artinya suatu tindakan yang bertujuan untuk menolong orang
yang membutuhkan uang secara tunai, bukan untuk mengambil keuntungan. Gadai terjadi dengan
menahan suatu barang untuk memperkuat kepercayaan dalam akad utang piutang. Oleh karena itu
penerima gadai dapat meminta barang dari penggadai sebagai jaminan. Pada kasus di atas, tanah yang
dijadikan tempat pembangunan ruko hanya sebagai barang jaminan, bukan menjadi milik dari penerima
gadai sepenuhnya. Namun yang terjadi adalah tanah jaminan gadai tersebut dibangun ruko tanpa izin
dari penggadai/ pemilik tanah, dan kemudian ruko tersebut disewakan kepada para pedagang.

Berdasarkan fakta di atas, penulis melihat bahwa hal ini cenderung berseberangan dengan prinsip
rahn dan ijarah yang seharusnya dalam Islam. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan pembahasan
yang mendalam mengenai bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa ruko
yang dibangun di atas tanah yang merupakan objek gadai.

Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada 2 unit rukodi
Gobah, sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang terletak di
atas tanah gadai. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sember data
sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah pemilik tanah/ penggadai, pihak yang menyewakan
ruko/penerima gadai, pihak penyewa ruko dan Wali Nagari Limo Kaum. Sumber data sekunder
penelitian ini adalah dokumen yang terkait dengan praktik gadai dan sewa menyewa ruko di atas tanah
gadai tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan cara reduksi, display data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan
penelitian penulis menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecet data dari sumber berbeda dengan
memakai teknik yang sama.

Results and Discussion

A. Praktik Gadai dan Sewa Menyewa Ruko di Atas Tanah Gadai

Adat Minangkabau telah lama mengenal sistem pagang gadai. Hal ini kemungkinan
dipengaruhi oleh sistem pewarisan di Minangkabau yang melarang menjual lepas harta pusaka.
Selain itu, dalam penggadaian harta pusaka tinggi memiliki prosedur yang sulit dengan berbagai
macam syarat ketat yang telah diatur sedemikian rupa oleh adat itu sendiri. Tradisi ini muncul dari
prinsip kepemilikan tanah ulayat dalam adat matrilineal Minangkabau, yaitu tanah ulayat adalah
tanah yang bukan milik pribadi dan tidak dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, tradisi lokal
pagang gadai timbul dari kesepakatan gotong royong dan memiliki fungsi sosial, karena sebagian
besar penggadai dan penerima gadai/pamagang merupakan orang yang masih satu kaum, satu
suku, dan paling jauh satu nagari (Hasneni:69).

Praktik ini juga terjadi di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar,
dimana pada tahun 1955 telah terjadi akad gadai menggadai sebidang tanah ulayat yang terletak di
Gobah, Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum. Bapak E selaku pihak penggadai mengatakan tanah
pusaka tinggi yang digadaikan merupakan tanah ulayat milik kaumnya, yaitu kaum S yang
digadaikan oleh niniak mamaknya terdahulu (Wawancara E, Kaum Pemilik Tanah, 23 Maret 2023
Pukul 16.45). Tanah Ulayat Kaum adalah hak atas sebidang tanah beserta kekayaan alam di atasnya
dan di dalamnya, yang merupakan milik seluruh anggota suatu kaum yang terdiri atas jurai/ paruik,
yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur mamak kepala waris/mamak jurai (Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Tanah Ulayat).

Ibu L selaku pihak penerima gadai mengatakan bahwa gadai tanah tersebut dilakukan oleh
niniak mamak kaum S secara tertulis kepada orang tuanya dengan jangka waktu 85 tahun. Artinya
adalah objek yang digadaikan baru boleh ditebus kembali oleh penggadai setelah jangka waktu
yang disepakati berakhir. Jumlah gadainya adalah sebanyak 36,5 emas yang jika dirupiahkan pada
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saat itu senilai lebih kurang Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) (Wawancara L Penerima
Gadai, 15 Juni 2023 Pukul 13.15). Wali Nagari Limo Kaum, Bapak Gusrial menerangkan bahwa:
gadai baukat (berjangka) adalah bentuk gadai yang paling umum di Nagari Limo Kaum. Namun,
biasanya gadai baukat ini waktunya hanya sekitar 2-3 tahun saja (Wawancara Gusrial, Wali
Nagari,22 Juni 2023 Pukul 10.30-11.00 WIB).

Pada praktik gadai tanah tersebut, tidak ada kesepakatan pengelolaan tanah yang dijadikan
objek jaminan gadai. Tanah yang digadaikan dikelola oleh pihak penerima gadai sesuai dengan
kebiasaan umum yang berlaku di Minangkabau (Wawancara E, 23 Maret 2023 PukuL 16.45 WIB).
Penerima gadai mengatakan bahwa keluarganya mengelola tanah agar tidak menganggur begitu
saja. Awalnya penerima gadai hanya membangun rumah di atas tanah tersebut. Seiring berjalannya
waktu, dengan berdirinya kampus UIN Batusangkar pada tahun 1997 yang saat itu masih bernama
STAIN Batusangkar dan fakta bahwa tanah berada di jalur lintas Batusangkar-Padang Panjang
sehingga membuat lokasi tanah menjadi semakin ramai dan strategis. Hal inilah yang kemudian
menjadi salah satu faktor pendorong keluarga penerima gadai menambah membangun kos dan
ruko di atas objek gadai pada tahun 2010 (Wawancara L, Penerima Gadai, 15 Juni 2023, Pukul 13.40).

Kebiasaan yang berlaku umum di Minangkabau adalah pemanfaatan tanah gadai dikuasai
sepenuhnya oleh pihak pemagang sampai tanah tertebus, bahkan penguasaan objek tersebut bisa
diwariskan secara turun temurun. Berdasarkan peelitian yang telah penulis lakukan dengan pihak
penggadai, penerima gadai dan penyewa didapatkan informasi bahwa hal serupa juga terjadi dalam
gadai tanah kaum S yang terletak di Gobah, Lima Kaum. Penggadai tidak mendapatkan sepeserpun
dari hasil pengelolaan tanah tersebut setelah gadai dilakukan (wawancara E, Kaum Pemilik Tanah).
Penyewaan kos, ruko serta seluruh transaksi ekonomi di atasnya diambil seluruhnya oleh penerima
gadai tanpa bagi hasil dengan pihak penggadai (Wawancara L, Penerima Gadai). Hal ini dibenarkan
dengan keterangan pihak penyewa ruko, yang mana mereka hanya membayar sewa kepada pihak
pemilik ruko saja (Wawancara D dan R, Penyewa, 15 Juni 2023).

Pembangunan ruko di atas tanah gadai mulai dilakukan pada tahun 2010 secara berangsur-
angsur. Transaksi sewa menyewa dilakukan dengan sistem sewa pertahun dan dibayar kepada
kakak laki-laki tertua dalam keluarga penerima gadai (Wawancara L, Penerima Gadai). Sewa
menyewa diawali dengan calon penyewa menghubungi pihak pemilik ruko untuk menanyakan
apakah ruko tersebut bisa disewa. Setelah itu dilakukan kesepakatan harga sewa ruko dan dibuat
surat perjanjian sewa serta ditandatangani dengan materai (Wawancara D, Penyewa Ruko, 15 Juni
2023 Pukul 14.55). Saat ini harga sewa ruko setahun adalah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus
ribu rupiah) dengan cara mentransfer kepada rekening pemilik ruko (Wawancara R, Penyewa
Ruko).

Pada praktik sewa menyewa ruko di atas objek gadai tersebut hak dan kewajiban para pihak
sama dengan sewa menyewa pada umumnya. Pemilik ruko menyewakan rukonya yang kosong
dan penyewa membayar uang sewa sesuai perjanjian (Wawancara L, Penerima Gadai/Pihak Yang
Menyewakan). Selama masa sewa, penyewa yang menanggung pemakaian air dan listrik masing-
masing ruko (Wawancara D, Penyewa Ruko). Bila terjadi oper kontrak, penyewa diminta untuk
menginformasikan kepada pihak pemilik ruko, dan jika terjadi kerusakan yang disebabkan bukan
karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan akan memperbaikinya (Wawancara R,
Penyewa Ruko).

Pihak penerima gadai yang menyewakan ruko mengatakan bahwa tidak pernah memberitahu
penyewa bahwasanya ruko yang disewakan terletak di atas objek gadai. (Wawancara L, Penerima
gadai). Keterangan penerima gadai tersebut dibenarkan oleh penyewa bahwa mereka tidak
mengetahui ruko terletak di atas tanah yang digadaikan sampai terjadinya sengketa yang
menyebabkan penutupan akses masuk ke area tanah termasuk ruko yang menreka sewa
(Wawancara D dan R, Penyewa).
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B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dan Sewa Menyewa Ruko di sekitar
Kampus 1 UIN Batusangkar

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Tanah di Gobah, Sekitar Kampus 1 UIN

Batusangkar

Praktik gadai tanah ulayat di Gobah, sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar dalam Islam dikenal
dengan sebutan rahn. Rahn adalah penahanan suatu barang sebagai jaminan dari utang (fatwa DSN-
MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). Tanah yang digadaikan merupakan jaminan atas
utang kaum S (penggadai/ pemilik tanah) kepada orang tua dari L (penerima gadai) yang berjumlah
36,5 emas, senilai Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1955 atau lebih kurang
Rp. 80.300.000 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikonveresikan dalam hitungan rupiah
pada masa sekarang. Gadai tersebut merupakan gadai berjangka larang tebus selama 85 tahun.
Artinya adalah objek tanah tidak boleh ditebus oleh penggadai sampai waktu gadai yang disepakati
berakhir.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Rahn (gadai) hanya satu, yaitu shighah (At-
Thayyar,2015:175). Menurut jumhur ulama, rukun Rahn adalah marhun, marhun bih, aqidain (rahin
dan murtahin) dan shighat. Dalam praktik gadai tanah kaum S yang terletak di Gobah, Nagari Limo
Kaum, tanah yang digadaikan merupakan marhun, utang 36,5 emas, senilai Rp. 5.500.000 (lima juta
lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1955 atau lebih kurang Rp. 80.300.000 (delapan puluh juta tiga ratus
ribu rupiah) jika dikonveresikan dalam hitungan rupiah pada masa sekarang merupakan marhun bih,
kaum S merupakan rahin dan pihak keluarga L merupakan murtahin, serta surat gadai tanah
merupakan shigat ijab dan gabul.

Ulama Hanafiah berpandangan bahwa jika akad rahn dilakukan dengan syarat tertentu, atau
dikaitkan pada masa yang akan datang, maka syarat tersebut menjadi batal, sedangkan akad rahn
tetap sah. Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah = berpandangan, jika syarat tersebut
merupakan syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi
jika syarat itu fasid/berlawanan dengan tujuan akad rahn, maka syaratnya menjadi batal
(Zuhaili:120-123).

Praktik gadai berjangka larang tebus yang dilaksanakan oleh pihak penggadai dan penerima
gadai atas sebidang tanah di Gobah, Sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar menurut penulis termasuk
kepada praktik gadai yang disertai syarat yang fasid. Syarat larang tebus selama 85 tahun tersebut
dapat merugikan pihak penggadai selaku pemilik tanah karena mereka menjadi tidak bisa
menguasai kembali tanah jaminan gadai sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir, walaupun
mereka punya uang untuk menebus utang gadainya. Syarat larang tebus dalam gadai tersebut tidak
sesuai dengan prinsip akad gadai yang bersifat tabarru. Dalam hal ini penulis sejalan dengan
pendapat jumhur ulama, bahwasanya syarat berjangka larang tebus dalam praktik gadai menggadai
tanah milik kaum S di Gobah termasuk ke dalam syarat yang fasid, sehingga syarat ini menjadi
batal. Adapun untuk akad gadainya sendiri tetap sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai menggadai
sebidang tanah ulayat kaum S di Gobah, Nagari Limo Kaum (Sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar)
yang berjangka 85 tahun tidak sesuai dengan konsep rahn dalam hukum Islam karena mengandung
syarat yang merugikan pihak murtahin, sehingga akad ini terkategori akad yang fasid. Namun
hukum gadainya adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam rahn, tetapi syarat
berjangka larang tebus tersebut masuk kepada syarat yang fasid sehingga syaratnya menjadi batal.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Objek Gadai Melalui Sewa Menyewa Ruko
di Atas Tanah Gadai

Pada praktik gadai berjangka di atas, tanah jaminan gadai dikuasai dan dimanfaatkan
penerima gadai sepenuhnya sesuai dengan kebiasaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
penulis, didapatkan informasi bahwa pemanfaatan objek gadai oleh murtahin merupakan kenyataan
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yang telah dipraktikkan di kalangan masyarakat Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum,
Kabupaten Tanah Datar. Sampai sekarang masyarakat masih melakukan praktik ini, dikarenakan
mengikuti kebiasaan turun-temurun yang kemudian berangsur berubah menjadi sebuah tradisi
(Wawancara Gusrial, Wali Nagari). Praktik sewa menyewa ruko sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar
yang terletak di atas tanah gadai merupakan salah satu dari sekian banyak pemanfaatan objek
jaminan gadai oleh pihak penerima gadai. Pemanfaatan ini sangat menguntungkan bagi pihak
penerima gadai, karena sepanjang jangka waktu gadai tanah belum berakhir, pihak penerima gadai
masih bisa terus mengambil manfaat dari objek tersebut. Apalagi, dengan bentuk gadai yang
merupakan gadai berjangka larang tebus selama 85 tahun, membuat pemanfaatan objek gadai bisa
diwariskan ke anak cucu penerima gadai.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa pemanfaatan tanah
gadai di Gobah, sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar salah satunya dilakukan dengan membangun
rumah dan 10 unit ruko oleh pihak penerima gadai secara berangsur-angsur dari tahun 2010. Ruko-
ruko tersebut kemudian disewakan kepada para pedagang dengan sistem kontrak per tahun. Dalam
tikih, sewa menyewa ruko di atas tanah gadai termasuk ke dalam jenis ijarah a’la manfaat. Ijarah a’la
manfaat adalah transaksi terhadap manfaat dari suatu benda dengan memberikan upah, tanpa
diiringi kepemilikan dari benda tersebut.

Penyewa ruko tidak mengetahui bahwa ruko yang mereka tempati berada di atas tanah gadai
sampai terjadi penutupan akses masuk ke area tanah oleh pemilik/penggadai pada tahun 2021.
Penutupan ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Akibatnya adalah pihak penyewa
merugi dikarenakan mereka kesulitan melangsungkan transaksi jual beli akibat pemagaran tanah
dengan kawat berduri. Selain itu pembeli menjadi turun drastis akibat takut melihat spanduk yang
melarang masuk tanpa izin pemilik ke area tanah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul (Muhajir
dan Najibi, 2021:88). Sedangkan mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanafi berpendapat bahwa
rukun ijarah ada 4, yaitu kedua belah pihak yang berakad, ujrah dan objek sewa (Yusmad,2017:136.
Dalam praktik sewa menyewa ruko yang terletak di atas tanah gadai, penggadai/yang
menyewakan ruko adalah mu’jir, penyewa ruko adalah musta’jir, pembayaran per-tahun adalah
ujrah dan ruko yang dikontrakkan adalah objek sewa.

Mengenai syarat ijarah , ada beberapa syarat yang harus dipenuhi guna sahnya suatu transaksi
sewa menyewa dalam Islam, diantaranya adalah syarat terlaksananya akad (an-nafadz). Suatu
perjanjian sewa-menyewa dapat diberlakukan apabila objeknya dimiliki seluruhnya oleh pihak
yang melangsungkan akad (aqid). Oleh karena itu, jika aqid tidak sepenuhnya memiliki barang
yang disewa atau tidak memiliki izin pemilik barang, maka sewa tidak dapat dilanjutkan
(Muslich:321). Dalam masalah sewa menyewa sejumlah ruko di Sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar,
ruko yang disewakan terletak di atas tanah yang merupakan objek jaminan gadai. Artinya ruko
tersebut merupakan bentuk pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai dengan
menyewakan kepada penyewa. Namun, pihak penerima gadai tidak memiliki secara utuh objek
sewaan tersebut, dikarenakan hanya rukonya saja yang dimiliki olehnya, sedangkan tanah tempat
berdirinya ruko tersebut merupakan milik dari penggadai.

Akad gadai adalah kesepakatan yang bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan,
melainkan sekedar tabarru atau tolong menolong. Objek yang digadaikan tersebut hanyalah
berstatus sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh penerima gadai kepada penggadai. Hal
ini sesuai dengan Qs. Al-Bagarah 283:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah
ada barang jaminan yang dipegang.



315 | Jurnal Integrasi i Syariah), 4 (3), 2023 339349

Jumhur ulama selain Mazhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak dibolehkan
untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali barang tersebut berupa hewan atau kendaraan yang
memerlukan biaya pemeliharaan, sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa
Rasulullah saw bersabda:

G Lrhs 55 cedl oy (Gksa ST askily L 30 Uy (Chse O il 035 s

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan
binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang
yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan
dan pemeliharaan" (Riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dalam praktik gadai menggadai sebidang tanah di Gobah,
Lima Kaum (sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar), barang yang digadaikan merupakan sebidang
tanah ulayat milik kaum S pada tahun 1955. Tanah yang dijadikan jaminan tersebut dibolehkan
dalam Islam sesuai Qs. Al-Bagarah ayat 283. Namun, tanah yang merupakan objek jaminan gadai
tidak termasuk ke dalam golongan hewan ataupun kendaraan, sehingga pemanfaatan yang
dilakukan oleh pihak penerima gadai dengan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan
menyewakannya dilarang oleh syara.

Mengenai pendirian ruko, walaupun tidak disyaratkan dalam akad, menurut hemat penulis
secara tersirat pihak penerima gadai telah mendapat izin dari penggadai untuk mendirikan ruko di
atas tanah. Hal ini dikarenakan pengambilan manfaat dari objek gadai melalui sewa menyewa ruko
yang dibangun oleh pihak penerima gadai di atas tanah gadai tersebut telah berlangsung dari tahun
2010 dan sebelum tahun 2021 tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak penggadai/pemilik tanah.
Namun, walaupun sebenarnya pemanfaatan tanah telah diizinkan oleh pemilik, rela dan izin dalam
riba tetap tidak mempengaruhi hukum keharaman suatu perbuatan.

Pemanfaatan tanah gadai sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar yang dilakukan oleh penerima
gadai dengan menyewakan ruko kepada para pedagang tetaplah termasuk kepada piutang yang
mendatangkan manfaat. Dalam fikih muamalah, ada kaidah yang berbunyi: K a3 52 4aiia 58 G,
(setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba), sehingga penulis berpendapat bahwa
pemanfaatan tanah gadai melalui sewa menyewa ruko yang dibangun di atasnya oleh pihak
penerima gadai termasuk kepada piutang yang mendatangkan manfaat dan merupakan riba yang
hukumnya adalah haram.

Mengenai sewa menyewa ruko yang telah terlanjur dilakukan, terdapat perbedaan pendapat
dari para ulama. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akad ijarah tersebut batal, namun menurut
Hanafiyah dan Malikiyah hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila penyewaan itu
diketahui oleh pemilik barang maka hukumnya boleh (Az-Zuhaili,2011b:389). Berdasarkan
pendapat ini, penulis sejalan dengan pendapat Syafiiyah dan Hanabilah yang bahwasanya sewa
menyewa tersebut hukumnya batal, walaupun telah diketahui dan diizinkan oleh
penggadai/pemilik tanah. Alasannya adalah hasil sewa merupakan mamfaat yang timbul dari
benda gadai yang dapat dibedakan dari benda pokoknya adalah milik dari rahin (Zuhaili:277).
Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah ra bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

Wb g 1258 40 s Gl o 2 230 Gl Y

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. In memperoleh
manfaat dan menanggung resikonya" (al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Menurut pendapat jumhur ulama, walaupun rahin dilarang memanfaatkan tanah gadai,
segala manfaat yang ditimbulkan oleh barang gadaian tetap menjadi hak dari rahin (Sutedi:53).
Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam masalah gadai sebidang tanah yang
terletak Gobah, sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar, manfaat yang timbul dari sewa menyewa ruko
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selama bertahun-tahun telah melebihi biaya untuk pemeliharaan tanah, sehingga manfaat yang
dihasilkan dari tanah gadai maupun segala transaksi ekonomi di atasnya memang harus diberikan
kepada pihak pemilik tanah karena itu adalah haknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis condong dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan
Hanabilah bahwa sewa menyewa ruko di atas tanah gadai sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar
hukumnya batal. Sewa menyewa di atas tanah gadai tersebut bukan untuk mengganti biaya
pemeliharaan tanah, melainkan sebagai penambahan penghasilan penerima gadai. Praktik sewa
menyewa ruko sekitar Kampus 2 pada prinsipnya tidak boleh dan merupakan riba, karena termasuk
pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Selain itu, tanah gadai tempat berdirinya ruko
yang disewakan bukanlah milik dari penerima gadai/ yang menyewakan ruko sepenuhnya,
sehingga syarat an-nafadz dalam ijarah ruko tidak terpenuhi.

Penerima gadai seharusnya tidak memanfaatkan tanah gadai tersebut. Namun dalam Islam
juga tidak dibolehkan untuk membuang-buang kemanfaatan. Mengingat objek yang digadaikan
adalah sebidang tanah yang letaknya strategis dan produktif, maka untuk terhindar dari riba, jika
objek tersebut disewakan sebaiknya penerima gadai dan penggadai mengadakan kerjasama baru di
luar akad gadai dengan bagi hasil yang tegas dan jelas.

Conclusion

Praktik gadai tanah dan sewa menyewa ruko sekitar Kampus 1 UIN Batusangkar yang terletak
di atas tanah gadai berawal dari Kaum S, melalui Niniak Mamaknya menggadaikan tanah di Gobah,
Lima Kaum, kepada orangtua dari E pada tahun 1955 dengan jangka 85 tahun. Tanah gadai
kemudian dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan membangun ruko dan menyewakan pada
pedagang dengan sistem kontrak pertahun.

Praktik gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan gadai/rahn dalam hukum Islam, sehingga
akad ini terkategori akad yang fasid karena syarat larang tebus dalam gadai tidak sesuai dengan
prinsip akad gadai yang bersifat tabarru. Mengenai sewa menyewa yang telah dilakukan penulis
condong kepada pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa sewa menyewa ruko di atas
tanah gadai tersebut hukumnya batal. Sewa menyewa ruko di atas tanah gadai pada prinsipnya
tidak boleh dan merupakan riba, karena termasuk kepada pemanfaatan barang gadai oleh penerima
gadai.
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